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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala, bahwa penyusunan Rencana 

Kerja (RENJA) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini dapat 

terselesaikan sebagaimana mestinya. 

 Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 1 (satu) tahun 

yang disusun dengan memperhatikan RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2026. Rencana Kerja 

(RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini disamping untuk mereview hasil evaluasi 

pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, 

juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak dan manfaat 

program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah bagi masyarakat. 

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) 

Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di 

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan kebijakannya 

yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta bertanggung 

jawab. 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN CIREBON, 

 

 

 

Dr. H. HILMY RIVA’I, M.Pd. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19680111 199003 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah dokumen 

Sekretaris Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cirebon dilakukan atas dasar: 

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);  

b. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon;  

c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;  

d. Pemecahan masalah yang dihadapi; dan  

e. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. 

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan 

Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta 

menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran 

yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sesuai 

Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat 

daerah yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada 

penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Berikut bagan alir penyusunan Renja dapat dilihat 

pada gambar berikut: 
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 Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di 

sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai 

kegiatan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih memantapkan 

fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan controller sehingga pengendalian pembangunan 

kepada masyarakat tetap terjaga. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan Hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
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Daerah (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara 

Republik Indonesia Nomor 4698); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 

Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
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Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 

1, Seri D);  

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11); 

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1); 

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2). 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 

ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:  

1. Sebagai dokumen perencanaan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon untuk kurun 

waktu tahun 2025 yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah 

dan RKPD; 

2. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program 

dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat Daerah 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 Di samping mempunyai maksud sebagaimana tersebut di atas, penyusunan Renja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 juga bertujuan untuk:  

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Cirebon Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai 

visi dan misi pemerintah daerah; 

2. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahun 2025; 
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3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah 

untuk kurun waktu tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar 

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 

 

1.4. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 

disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat 

dipahami dengan baik. 

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cirebon tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), 

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja 

Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini menguraikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target 

kinerja Renstra Perangkat Daerah. 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Sekretariat Daerah 

Tahun 2025 

BAB V :  PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam 

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 

kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu  

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon pada dasarnya adalah 

penjabaran perencanaan tahunan dan dalam Renja disajikan pengukuran terhadap 

kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Setda Kabupaten Cirebon selama tahun 

2023. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap 

program/kegiatan/sub kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, dalam 

evaluasinya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:  

A. Penetapan Indikator Kinerja  

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran 

(output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-

indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan 

indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran 

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 

B. Permasalahan Pencapaian Kinerja  

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, 

beberapa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang sudah 

direncanakan antara lain:  

• Belum maksimalnya koordinasi dan partisipasi seluruh unsur penunjang 

dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis di lingkup Sekretariat 

Daerah;  

• Lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Dengan kondisi demikian 

berimplikasi terhadap pencapaian target sasaran yang sudah direncanakan 

sekaligus mempengaruhi penilaian kinerja perangkat daerah dan personil yang 

melaksanakan kegiatan. Disisi lain, akan berpengaruh terhadap serapan 

anggaran yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. 
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Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, 

pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, dan sub 

kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1. 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 

Kabupaten Cirebon 

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah 
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Berdasarkan Tabel 2.1, rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan IV 

Tahun 2023 mencapai 96,02% atau sangat tinggi dengan realisasi anggaran mencapai 

94,69% atau sangat tinggi. 

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024, 

pencapaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.2. 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 
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Berdasarkan Tabel 2.2, rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan II 

Tahun 2024 mencapai 28,83% atau sangat rendah dengan realisasi anggaran mencapai 

40,41% atau sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar subkegiatan yang 

masih berjalan dan masih dalam tahap persiapan. 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis Pelayanan yang diberikan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon diantaranya: 

a. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan 

yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun 

dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, 

kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana 

pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat 

daerah. 

b. Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah Pelayanan sebagai 

koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah 

melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. 

c. Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi 

kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam 

rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif 

kepada perangkat daerah dilingkup pemerintah daerah. 

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 

periode jangka menengah Renstra Tahun 2019-2024 dapat diketahui capaian kinerja 

Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra tahun 2019-2024 menurut 

indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya.  

Rasio capaian hasil kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 

pada Tahun 2023 mencapai 100,00%, sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel. 2.3. 

Hasil Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tahun 2019

Cakupan angka melek Al-Qurán Orang/ Lem 300 - - - - - 300 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka budaya mengaji ba'da 

magrib

Orang/ DKM 309 - - - - - 309 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka partisifasi masyarakat 

dalam lembaga keagamaan dalam 

pengembangan keagamaan

Kegiatan 5 - - - - - 5 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka hafal Al-Qurán , 

qasidah, cerdas cermat, sholat, kaligrafi, 

pildacil dan pidato

Orang 390 - - - - - 390 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka tempat ibadah yang telah 

memenuhi kriteria dan persyaratan 

menerima hibah dan bantuan sosial arana 

prasarana keagamaan

Laporan 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka penyampaian laporan 

atas penggunaan hibah dan bantuan sosial

Laporan 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah 

dikelola denga tertib dan transparan

Dok 430 - - - - - 430 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah rancangan produk hukum daerah 

yang telah difasilitasi menjadi produk 

hukum daerah

Perda/ Perkada 417 - - - - - 417 - - - - - 100 - - - - -

4 Meningkatnya penanganan 

sengketa/perkara/permasal

ahan hukum dan penerapan 

nilai-nilai HAM

Cakupan angka penyelesaian 

perkara/sengketa pemerintahan daerah

Perkara 8 - - - - - 8 - - - - - 100 - - - - -

3 Meningkatnya Konsistensi 

Produk Hukum Daerah

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

1 Meningkatnya kualtas 

kehidupan keagamaan

2 Meningkatnya Kehidupan 

Masyarakat akibat 

terjadinya resiko sosial

No Sasaran
Target 

NSPK
Target IKU Satuan

Target Renstra Tahun
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tahun 2019

Cakupan angka kemampuan aparatur 

desa/kelurahan dalam mengelola 

keuangan desa/kelurahan

Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka pelayanan administrasi 

terpadu kecamatan

Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka penyelesaian tapal batas 

wilayah administrasi

Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah peliputan, penyajian data dan 

informasi kegiatan pemerintahan dalam 

pembangunan dan kemasyarakatan

Liputan 350 - - - - - 350 - - - - - 100 - - - - -

Meningkatkan kemampuan/kapasitas 

akses internet dan jaringan 

komunikasi/informasi

Paket 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka pemberitaan daerah 

pada media massa yang adil dan 

seimbang

Kali 47 - - - - - 47 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka kapasitas dan daya saing 

koperasi dan UMKM

UMKM 36 - - - - - 36 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah kajian bidang perekonomian dan 

usaha perdagangan

Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka inflasi Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah Kajian dan Kebijakan di bidang 

perusahaan daerah

Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka penyeampaian laporan 

atas pengelolaan keuangan daerah

Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka pemanfaatan dana CSR 

BPR

Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan pendapatan BUMD Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah kajian bidang pembangunan Buku 600 - - - - - 600 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah pekerjaan yang dilelangkan SKPD 72 - - - - - 72 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan pengendalian lalu lintas 

angkutan

% 100 - - - - - 100 - - - - - 100 - - - - -

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

No Sasaran
Target 

NSPK
Target IKU Satuan

Target Renstra Tahun

5 Meningkatnya tata kelola 

pemerintahan daerah dan 

pemerintahan 

desa/kelurahan yang baik, 

bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan 

nepotisme

6 Meningkatnya pelayanan 

data/infoormasi kehumasan 

Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

7 Meningkatnya kemampuan 

dan daya saing koperasi 

dan UMKM

8 Terwujudnya keserasian 

dan keselarasan 

koordinasi, monitoring dan 

evaluasi kegiatan dibidang 

perekonomian sektor 

BUMD

9 Meningkatnya pengelolaan 

data/informasi 

pembangunan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tahun 2019

Jumlah kajian bidang LH dan Sumber 

Daya Alam

Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka rehabilitasi hutan dan 

lahan kritis

Orang/ M2 350 - - - - - 350 - - - - - 100 - - - - -

11 Meningkatnya efesiensi 

birokrasi dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan

Jumlah kajian bidang kelembagaan dan 

ketatalaksanaan

Dok 2 - - - - - 2 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah penerapan SOP, IKM, SP dan 

SPM persatuan objek pelayanan pada 

SKPD

OPD 72 - - - - - 72 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah minat baca aparatur Buku 65 - - - - - 65 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan angka kedisiplinan aparatur Kali 5 - - - - - 5 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah dokumen perencanaan skpd Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

14 Meningkatnya kemampuan 

pengelolaan keuangan 

daerah

Cakupan angka penyampaian laporan 

atas pengelolaan keuangan daerah

Laporan 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

Cakupan asset tanah Pemda yang 

memiliki dokumen sertifikasi

Kasus 3 - - - - - 3 - - - - - 100 - - - - -

Jumlah penyampaian laporan atas 

pengelolaan asset dan barang daerah

Dok 1 - - - - - 1 - - - - - 100 - - - - -

16 Meningkatnya pelayanan 

administrasi, sarana dan 

prasarana, dan kapasitas 

sumber daya aparatur

Adanya ketersediaan administrasi 

perkantoran sarana dan prasarana 

perkantoran serta perjalanan dinas luar 

daerah

% 100 - - - - - 100 - - - - - 100 - - - - -

17 Meningkatnya pelayanan 

kedinasan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah 

dalam penyelenggaraan

Jumlah pelaksanaan rapat kerja muspida 

dan pejabat pemda

% 90 - - - - - 90 - - - - - 100 - - - - -

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

No Sasaran
Target 

NSPK
Target IKU Satuan

Target Renstra Tahun

10 Meningkatnya perbaikan 

fungsi lingkungan hidup dan 

pengelolaan sumber daya 

alam

12 Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik

13 Meningkatnya sistem 

perencanaan, pengawasan 

dan evaluasi kinerja

15 Meningkatnya kemampuan 

pengelolaan asset daerah

 



 

Renja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2025 
 

|31 
 

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tahun 2020 s.d. 2024

Prosentase tingkat ketercapaian target 

RLS

persen - 98 - - - - 98 - - - - 100 - - - -

Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam 

Peningkatan Tingkat dan Ketercapaian 

Target RLS

persen - - 80 82 84 86 - 80 82 84 - - 100 100 100

Prosentase ketercapaian angka harapan 

hidup

persen - 98 - - - - - 98 - - - - - 100 - - - -

Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam 

Ketercapaian AHH

persen - - 80 82 84 86 80 82 84 100 100 100

Prosentase peningkatan pendapatan 

masyarakat

persen - 98 - - - - - 98 - - - - - 100 - - - -

Prosentase Kebijakan dalam Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat

persen - - 80 83 86 89 - - 80 83 86 - - 100 100 100

4 Meningkatnya koordinasi 

keagamaan

Prosentase peningkatan koordinasi dalam 

menurunkan angka friksi antar dan 

internal umat beragama

persen - 95 95 96 97 98 - 95 95 96 97 - 100 100 100 100

Prosentase penurunan penyakit 

masyarakat

persen - 80 - - - - - 80 - - - - - 100 - - - -

Prosentase Peningkatan Koordinasi 

dalam menurunkan Angka Penyakit 

Masyarakat

persen - - 81 - - - - - 81 - - - - - 100 100 - -

Prosentase jumlah perda dan perkada 

yang diimplementasikan

persen - 60 - - - - - 60 - - - - - 100 - - - -

Prosentase Jumlah Perda dan Perkada 

yang dievaluasi

persen - - 62 65 68 70 - - 62 65 68 - - 100 100 100

7 Meningkatnya kualitas 

kinerja penyelenggara 

pemerintah daerah

Laporan penyelenggaraan pemerintah 

daerah (LPPD)

laporan - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 100 100 100 100

8 Meningkatnya kualitas 

administrasi pemerintahan 

daerah

Indeks kepuasan masyarakat poin - 3,26 3,30 3,35 3,40 3,50 - 3,26 3,30 3,35 3,40 - 100 100 100 100

3 Meningkatnya koordinasi 

bidang ekonomi

5 Meningkatnya koordinasi 

penurunan pekat

6 Meningkatnya 

implementasi jumlah 

kebijakan pemerintah 

daerah

1 Meningkatnya koordinasi 

bidang Pendidikan

2 Meningkatnya koordinasi 

bidang kesehatan

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

No Sasaran
Target 

NSPK
Target IKU Satuan

Target Renstra Tahun
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2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah  

Salah satu isu yang sangat mendasar dan sangat berpengaruh dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah 

adanya rencana perubahan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cirebon sesuai Permendagri 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur 

dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya 

perombakan struktur organisasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 

dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan, mengingat hal 

tersebut membutuhkan proses serta penyesuaian, baik dari segi pekerjaan, anggaran 

maupun sumberdaya manusia. Namun begitu, kegiatan perencanaan pembangunan 

khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tetap diupayakan 

seoptimal mungkin. 

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang 

dikaitkan dengan telaah terhadap Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah, maka dapat 

digambarkan kerangka permasalahan Sekretariat Daerah.  

Tabel 2.4. 

Pemetaan Permasalahan 

untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

 
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Belum optimalnya kapasitas dan kualitas 

pelayanan aparatur dalam mendukung 

efektivitas tata kelola pemerintahan daerah

Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi 

antar pemangku kepentingan

Belum optimalnya penguatan akuntabilitas 

kinerja

Belum optimalnya sistem pelaporan kinerja

Belum optimalnya peningkatan kualitas 

pelayanan publik

Belum optimalnya fungsi koordinasi

Belum optimalnya pengendalian 

pembangunan

Belum optimalnya evaluasi program 

pembangunan

Belum optimalnya pelayanan pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa

Belum optimalnya pemahaman para pelaku 

pengadaan barang dan jasa

Belum optimalnya penataan produk hukum 

dan meningkatkan budaya taat hukum

Belum optimalnya pengetahuan tentang 

produk hukum daerah

Belum optimalnya penyelenggaraan 

pemerintahan umum dan otonomi daerah

Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi 

kerjasama daerah

Belum optimalnya penataan capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Belum optimalnya penyampaian laporan 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dari perangkat daerah

Belum optimalnya evaluasi produk hukum 

daerah

Belum optimalnya evaluasi terhadap produk 

hukum daerah yang telah ditetapkan

Belum optimalnya penataan kelembagaan 

perangkat daerah

Belum optimalnya perampingan 

kelembagaan dengan peningkatan fungsi 

perangkat daerah

Belum optimalnya ketatalaksanaan 

perangkat daerah

Belum optimalnya pengukuran tingkat 

kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah

Belum optimalnya penataan permasalahan 

perekonomian dan kesejahteraan sosial 

masyarakat

Belum optimalnya informasi dan data 

program bantuan yang dapat diampu oleh 

masyarakat

1 Belum optimalnya 

pelayanan fasilitasi dan 

koordinasi dalam 

menghasilkan rumusan 

kebijakan umum yang 

berkualitas dan 

akuntabel
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Sedangkan permasalahan pelayanan terkait tugas dan fungsi di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.5. 

Identifikasi Permasalahan Pelayanan 

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 

 

Internal Eksternal

Umum / Layanan E-Surat Penomoran Surat Keluar 

Setda sudah dilakukan 

secara elektronik tetapi surat 

masuk masih non elektronik

SOP Pelayanan Penerimaan 

Surat Masuk dan 

Penomoran Surat Keluar 

Setda

Keterbatasan SDM dan 

Aplikasi E-Surat

Masyarakat masih 

mengirimkan surat secara 

non elektronik

Belum optimalnya 

pemanfaatan E-Surat oleh 

masyarakat

Pengadaan Barang dan Jasa 

/ Layanan LPSE

Pejabat pengadaan di ULP 

masih memfasilitasi OPD lain 

dalam pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa

Perpres No. 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas 

Perpres No. 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang / 

Jasa Pemerintah

Terbatasnya jumlah pelaku 

pengadaan terutama pejabat 

pengadaan barang/jasa

Minimnya ketersediaan 

SDM yang memiliki sertifikat 

pengadaan barang/jasa pada 

setiap OPD

Belum optimalnya proses 

pemilihan pengadaan 

barang/jasa

Hukum / Layanan Produk 

Hukum

Kurang efektif pelaksanaan 

dan jumlah produk hukum 

yang banyak dan tumpang 

tindih

Permendagri No. 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri No. 

120 Tahun 2018

Kurangnya literasi dan 

pengetahuan tentang produk 

hukum

Pelaksanaan persidangan 

yang lama

Belum optimalnya penataan 

produk hukum dan evaluasi 

produk hukum daerah

Kesejahteraan Rakyat / 

Layanan Hibah dan Bantuan 

Sosial

Penyaluran hibah dan 

bantuan sosial sesuai dengan 

SK Penerima secara 

langsung (non tunai)

Perbup Cirebon No. 72 

Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan, serta Monitoring 

dan Evaluasi Belanja Hibah 

dan Belanja Batuan Sosial 

Yang Bersumber Dari 

APBD

Pencermatan proposal hibah 

dan bantuan sosial

Keterlambatan proposal 

hibah dan bantuan sosial 

(tidak tepat waktu)

Pencermatan proposal hibah 

dan bantuan sosial sesuai 

Perbup tidak tepat waktu

Perekonomian dan SDA / 

Layanan Fasilitasi BUMD

Melalui fasilitasi rancangan 

produk hukum BUMD

PP No. 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik 

Daerah

Keterbatasan SDM dan 

pengetahuan tentang produk 

hukum BUMD

Kepemilikan BUMD lebih 

dari 1 (satu) Pemerintah 

Daerah

Belum optimalnya penataan 

dan evaluasi produk hukum 

BUMD

Pemerintahan / Layanan 

Kerja Sama

Belum dilaksanakan dengan 

optimal

PP No. 28 Tahun 2018 

tentang Kerja Sama Daerah 

dan Permendagri No. 22 

Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Kerja Sama Daerah 

dengan Daerah dan Daerah 

dengan Pihak Ketiga

Keterbatasan SDM dan 

Anggaran

Perangkat Daerah pelaksana 

kerja sama daerah tidak 

memberikan laporan 

pelaksanaan kerja sama 

daerah dengan tertib

Belum optimalnya 

penyelenggaraan monitoring 

dan evaluasi kerja sama 

daerah

Unit Pelayanan / Jenis 

Layanan
Capaian / Kondisi Saat Ini Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan 

PD

 
 

Berdasarkan pemetaan permasalahan dan identifikasi permasalahan pelayanan 

berdasarkan tugas dan fungsi, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten 

Cirebon sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung 

efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. 

2. Belum optimalnya penguatan akuntabilitas kinerja. 

3. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

4. Belum optimalnya pengendalian pembangunan. 

5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah. 
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6. Belum optimalnya penataan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

7. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah. 

8. Belum optimalnya ketatalaksanaan perangkat daerah. 

9. Belum optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial 

masyarakat. 

10. Belum optimalnya pemanfaatan E-Surat oleh masyarakat. 

11. Belum optimalnya proses pemilihan pengadaan barang/jasa. 

12. Belum optimalnya penataan produk hukum dan evaluasi produk hukum daerah. 

13. Belum optimalnya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah. 

 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review terhadap rancangan akhir RKPD dilakukan untuk membandingkan 

antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil pencermatan internal 

ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada 

rancangan RKPD Tahun 2025. Tetapi masih dimungkinkan ada pergeseran anggaran 

antar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai 

target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada bagian-bagian sebagai berikut:  
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Tabel 2.6. 

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 

 

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRO GRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KO TA

Prosentase Peningkatan Nilai Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP-

Pemda)

90 Prosen PRO GRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KO TA

Peningkatan Prosentase pemenuhan 

pelayanan administrasi perkantoran

100 Prosen

Administrasi  Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi  Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

2 Dokumen Administrasi  Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

Berita Acara Reviu  Internal SKPD 

terhadap capaian kinerja Sub  Kegiatan 

pada Kegiatan Administrasi Barang 

Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1 BA

1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Setda Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

2 Dokumen        276.540.000,00 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Setda Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

2 Dokumen        250.270.000,00 

2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Setda Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

1 Laporan        100.000.000,00 2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Setda Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

1 Laporan          41.191.600,00 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

3 Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Berita Acara Reviu  Internal SKPD 

terhadap capaian kinerja Sub  Kegiatan 

pada Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah

1 BA

3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Setda Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

7 Paket        802.343.000,00 3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Setda Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

7 Paket        785.809.000,00 

4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Setda Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

1 Dokumen          68.255.300,00 4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Setda Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

1 Dokumen          67.920.900,00 

5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Setda Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

90 Orang        100.000.000,00 5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Setda Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

90 Orang          60.000.000,00 

Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah

9 Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Berita Acara Reviu  Internal SKPD 

terhadap capaian kinerja Sub  Kegiatan 

pada Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

1 BA

6 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Setda Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

60 Paket        985.324.000,00 6 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Setda Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

60 Paket        631.493.900,00 

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Setda Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

15 Paket        867.925.000,00 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Setda Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

15 Paket        201.509.000,00 

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Setda Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan

72 Paket        825.603.000,00 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Setda Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan

72 Paket        617.518.100,00 

BAGIAN UMUM
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9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Setda Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

290 Paket     1.954.260.000,00 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Setda Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

290 Paket     1.637.668.500,00 

10 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Setda Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

56 Paket        987.520.300,00 10 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Setda Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

56 Paket        937.056.800,00 

11 Penyediaan Bahan/Material Setda Jumlah Paket Bahan/Material yang 

Disediakan

72 Paket        971.365.000,00 11 Penyediaan Bahan/Material Setda Jumlah Paket Bahan/Material yang 

Disediakan

72 Paket        661.943.200,00 

12 Fasilitasi Kunjungan Tamu Setda Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 390 Laporan     1.864.502.000,00 12 Fasilitasi Kunjungan Tamu Setda Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 390 Laporan     1.571.745.000,00 

13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Setda Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

900 Laporan     1.212.966.300,00 13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Setda Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

900 Laporan     1.273.396.200,00 

14 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Setda Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

33 Dokumen        168.235.000,00 14 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Setda Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

33 Dokumen        118.307.900,00 

Pengadaan  Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pengadaan  Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 Dokumen Pengadaan  Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berita Acara Reviu  Internal SKPD 

terhadap capaian kinerja Sub  Kegiatan 

pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

1 BA

15 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Setda Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Disediakan

-                               - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Setda Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Disediakan

2 Unit   26.380.760.000,00 

16 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Setda Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Disediakan

2 Unit     1.000.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Setda Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Disediakan

2 Unit                               - 

17 Pengadaan Mebel Setda Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit        724.560.000,00 15 Pengadaan Mebel Setda Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit        220.586.000,00 

18 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Setda Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

50 Unit        550.560.000,00 16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Setda Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

50 Unit          81.467.000,00 

19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Setda Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

96 Unit        584.250.000,00 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Setda Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

96 Unit        212.988.000,00 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

4 Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Berita Acara Reviu  Internal SKPD 

terhadap capaian kinerja Sub  Kegiatan 

pada Kegiatan Penyediaan Jasa  

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

1 BA

20 Penyediaan Jasa  Surat Menyurat Setda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

4000 Laporan        756.850.000,00 18 Penyediaan Jasa  Surat Menyurat Setda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

4.000 Laporan        608.753.900,00 

21 Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Setda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  

yang Disediakan

4 Laporan     2.350.000.000,00 19 Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Setda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  

yang Disediakan

4 Laporan     1.755.593.600,00 

22 Penyediaan Jasa  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Setda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

8 Laporan        305.460.000,00 20 Penyediaan Jasa  Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Setda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

8 Laporan        248.255.800,00 

BAGIAN UMUM

No.
Rancangan Awal RKPD

No.
Hasil Analisis Kebutuhan

 



 

Renja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2025 
 

|37 
 

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

23 Penyediaan Jasa  Pelayanan Umum Kantor Setda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

5 Laporan     3.850.000.000,00 21 Penyediaan Jasa  Pelayanan Umum Kantor Setda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

5 Laporan     3.480.000.000,00 

Pemeliharaan  Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pemeliharaan  Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

7 Dokumen Pemeliharaan  Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Berita Acara Reviu  Internal SKPD 

terhadap capaian kinerja Sub  Kegiatan 

pada Kegiatan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 BA

24 Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Setda Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

30 Unit     1.065.888.000,00 22 Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Setda Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

30 Unit        603.841.000,00 

25 Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Setda Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

30 Unit     1.250.426.000,00 23 Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Setda Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

30 Unit        848.869.200,00 

26 Pemeliharaan Mebel Setda Jumlah Mebel yang Dipelihara 425 Unit        105.000.000,00 24 Pemeliharaan Mebel Setda Jumlah Mebel yang Dipelihara 425 Unit          92.000.000,00 

27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  Lainnya Setda Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

10 Unit        458.126.000,00 25 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  Lainnya Setda Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

10 Unit        305.298.000,00 

28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Setda Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

9 Unit     1.982.365.000,00 26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Setda Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

9 Unit     3.021.363.800,00 

29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Setda Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

12 Unit     3.043.650.000,00 27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Setda Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

12 Unit     2.183.090.000,00 

30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Setda Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

10 Unit     1.574.000.000,00 28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Setda Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

10 Unit     1.052.092.200,00 

Administrasi Keuangan dan 

O perasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Keuangan dan 

O perasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

3 Dokumen Administrasi Keuangan dan 

O perasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Berita Acara Reviu  Internal SKPD 

terhadap capaian kinerja Sub  Kegiatan 

pada Kegiatan Administrasi Keuangan 

dan O perasional Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

1 BA

31 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Setda Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut 

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang Disediakan

1 Paket        437.824.000,00 29 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Setda Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut 

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang Disediakan

1 Paket        200.037.500,00 

31.223.797.900,00 50.150.826.100,00  JUMLAH JUMLAH

BAGIAN UMUM
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PRO GRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KO TA

Prosentase Peningkatan Nilai Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP-

Pemda)

90 Prosen PRO GRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KO TA

Prosentase Peningkatan Nilai Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP-

Pemda)

90 Prosen

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3 Dokumen

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Setda Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

8 Dokumen        110.000.000,00 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Setda Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

8 Dokumen         109.999.900,00 

2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Setda Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan        110.000.000,00 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Setda Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan         100.000.000,00 

3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Setda Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

1 Laporan          45.000.000,00 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Setda Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

1 Laporan           44.999.800,00 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

4 Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

4 Dokumen

4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Setda Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1 Dokumen        180.000.000,00 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Setda Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1 Dokumen         176.600.000,00 

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Setda Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

1 Laporan        110.000.000,00 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Setda Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

1 Laporan           98.500.000,00 

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

6 Laporan        250.000.000,00 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

6 Laporan         242.000.000,00 

Administrasi Keuangan dan 

O perasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Keuangan dan 

O perasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

3 Dokumen Administrasi Keuangan dan 

O perasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Keuangan dan 

O perasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

3 Dokumen

805.000.000,00      772.099.700,00       JUMLAH JUMLAH

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No.
Rancangan Awal RKPD
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PRO GRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KO TA

Prosentase Peningkatan Nilai Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP-

Pemda)

90 Prosen PRO GRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KO TA

Prosentase Peningkatan Nilai Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP-

Pemda)

90 Prosen

Prosentase Peningkatan Indeks 

Kepuasan masyarakat (IKM-Pemda)

90 Prosen Prosentase Peningkatan Indeks 

Kepuasan masyarakat (IKM-Pemda)

90 Prosen

Penataan O rganisasi Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Penataan O rganisasi

5 Dokumen Penataan O rganisasi Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Penataan O rganisasi

5 Dokumen

1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan

Setda Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan 

dan Analisis Jabatan

1 Dokumen         500.000.000,00 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan

Setda Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan 

dan Analisis Jabatan

1 Dokumen         330.905.100,00 

2 Fasilitasi Pelayanan Publik  dan Tata 

Laksana

Setda Jumlah Laporan Hasil  Fasilitasi Pelayanan 

Publik  dan Tata Laksana

1 Laporan         140.000.000,00 2 Fasilitasi Pelayanan Publik  dan Tata 

Laksana

Setda Jumlah Laporan Hasil  Fasilitasi Pelayanan 

Publik  dan Tata Laksana

1 Laporan         130.825.600,00 

3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setda Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

1 Dokumen         300.000.000,00 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi

Setda Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

1 Dokumen         234.675.100,00 

4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 

Kualitas Pelayanan Publik  dan Tata Laksana

Setda Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik  dan 

Tata Laksana

1 Dokumen         170.000.000,00 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 

Kualitas Pelayanan Publik  dan Tata 

Laksana

Setda Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik  dan 

Tata Laksana

1 Dokumen         164.816.200,00 

5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah

Setda Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1 Dokumen         250.000.000,00 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Kinerja Pemerintah Daerah

Setda Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1 Dokumen         194.147.800,00 

1.360.000.000,00    1.055.369.800,00    

BAGIAN O RGANISASI

JUMLAH JUMLAH

No.
Rancangan Awal RKPD

No.
Hasil Analisis Kebutuhan
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PRO GRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KO TA

Prosentase Peningkatan Indeks 

Kepuasan masyarakat (IKM-Pemda)

90 Prosen PRO GRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KO TA

Prosentase Peningkatan Indeks 

Kepuasan masyarakat (IKM-Pemda)

90 Prosen

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan

3 Dokumen Pelaksanaan Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pelaksanaan Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan

3 Dokumen

1 Fasilitasi Keprotokolan Setda Jumlah Laporan Hasil  Fasilitasi 

Keprotokolan

1.455 Laporan     4.683.362.000,00 1 Fasilitasi Keprotokolan Setda Jumlah Laporan Hasil  Fasilitasi 

Keprotokolan

1.455 Laporan      3.122.241.300,00 

2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Setda Jumlah Laporan Hasil  Fasilitasi Komunikasi 

Pimpinan

1.409 Laporan     9.231.460.000,00 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Setda Jumlah Laporan Hasil  Fasilitasi 

Komunikasi Pimpinan

1.409 Laporan      6.057.106.300,00 

3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Setda Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas 

Pimpinan

2.077 Laporan     3.287.619.000,00 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Setda Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas 

Pimpinan

2.077 Laporan      2.191.745.600,00 

17.202.441.000,00 11.371.093.200,00  JUMLAH JUMLAH

BAGIAN PRO TO KO L DAN KO MUNIKASI PIMPINAN

No.
Rancangan Awal RKPD

No.
Hasil Analisis Kebutuhan
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRO GRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prosentase Kebijakan Bidang 

Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Yang Dievaluasi

60 Prosen PRO GRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prosentase Kebijakan Bidang 

Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Yang Dievaluasi

60 Prosen

Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Tata Pemerintahan

3 Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Tata Pemerintahan

3 Dokumen

1 Penataan Administrasi Pemerintahan Setda Jumlah Dokumen Hasil Penataan 

Administrasi Pemerintahan

1 Dokumen        590.781.000,00 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Setda Jumlah Dokumen Hasil Penataan 

Administrasi Pemerintahan

1 Dokumen         116.626.200,00 

2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Setda Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 

Administrasi Kewilayahan

4 Dokumen        314.658.000,00 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Setda Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 

Administrasi Kewilayahan

4 Dokumen         314.658.000,00 

3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Setda Jumlah Dokumen Hasil  Fasilitasi 

Pelaksanaan Otonomi Daerah

4 Dokumen        858.463.000,00 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Setda Jumlah Dokumen Hasil  Fasilitasi 

Pelaksanaan Otonomi Daerah

4 Dokumen         449.402.300,00 

Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Fasilitasi Kerjasama Daerah

2 Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Fasilitasi Kerjasama Daerah

2 Dokumen

4 Fasilitasi Kerja  Sama Dalam Negeri Setda Jumlah Dokumen Hasil  Fasilitasi Kerja  Sama 

Dalam Negeri

1 Dokumen        237.380.000,00 4 Fasilitasi Kerja  Sama Dalam Negeri Setda Jumlah Dokumen Hasil  Fasilitasi Kerja  

Sama Dalam Negeri

1 Dokumen         357.408.900,00 

5 Fasilitasi  Kerja Sama Luar Negeri Setda Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi  Kerja Sama 

Luar Negeri

0 Dokumen                               - 5 Fasilitasi  Kerja Sama Luar Negeri Setda Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi  Kerja 

Sama Luar Negeri

0 Dokumen                                 - 

6 Evaluasi Pelaksanaan  Kerja Sama Setda Jumlah Laporan Hasil  Evaluasi Pelaksanaan 

Kerja  Sama

1 Laporan          37.134.000,00 6 Evaluasi Pelaksanaan  Kerja Sama Setda Jumlah Laporan Hasil  Evaluasi 

Pelaksanaan Kerja  Sama

1 Laporan           37.134.000,00 

2.038.416.000,00   1.275.229.400,00    JUMLAH JUMLAH

BAGIAN PEMERINTAHAN

No.
Rancangan Awal RKPD

No.
Hasil Analisis Kebutuhan
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRO GRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prosentase Kebijakan Bidang 

Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Yang Dievaluasi

60 Prosen PRO GRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prosentase Kebijakan Bidang 

Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Yang Dievaluasi

60 Prosen

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

3 Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

3 Dokumen

1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Setda Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 460 Dokumen        600.000.000,00 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 

Daerah

Setda Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 460 Dokumen         499.965.000,00 

2 Fasilitasi Bantuan Hukum Setda Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi 

Bantuan Hukum

12 Kasus        700.000.000,00 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Setda Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi 

Bantuan Hukum

12 Kasus         599.898.200,00 

3 Pendokumentasian Produk Hukum dan 

Pengelolaan Informasi Hukum

Setda Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan 

Informasi Hukum yang Didokumentasi

214 Dokumen        450.000.000,00 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan 

Pengelolaan Informasi Hukum

Setda Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan 

Informasi Hukum yang Didokumentasi

214 Dokumen         246.312.200,00 

1.750.000.000,00   1.346.175.400,00    JUMLAH JUMLAH

BAGIAN HUKUM

No.
Rancangan Awal RKPD

No.
Hasil Analisis Kebutuhan
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRO GRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prosentase Kebijakan Bidang 

Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Yang Dievaluasi

60 Persen PRO GRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prosentase Kebijakan Bidang 

Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat Yang Dievaluasi

60 Persen

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat

Setda Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat

3 Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat

Setda Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat

3 Dokumen

1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Setda Jumlah Dokumen Hasil  Fasilitasi 

Pengelolaan Bina  Mental Spiritual

9 Dokumen   20.499.295.000,00 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Setda Jumlah Dokumen Hasil  Fasilitasi 

Pengelolaan Bina  Mental Spiritual

9 Dokumen    12.576.773.900,00 

2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Setda Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 

Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, 

Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Pengendalian Penduduk dan KB

45 Dokumen        877.434.000,00 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Setda Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 

Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, 

Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Pengendalian Penduduk dan KB

45 Dokumen         842.536.300,00 

3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 

Masyarakat

Setda Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 

Masyarakat yang Meliputi Urusan 

Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, 

Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, 

Kearsipan, Trantibum Linmas

8 Dokumen        718.253.000,00 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 

Masyarakat

Setda Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 

Masyarakat yang Meliputi Urusan 

Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, 

Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, 

Kearsipan, Trantibum Linmas

8 Dokumen      1.362.147.100,00 

22.094.982.000,00 14.781.457.300,00  JUMLAH JUMLAH

No.
Rancangan Awal RKPD

No.
Hasil Analisis Kebutuhan

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
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PRO GRAM PEREKO NO MIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Prosentase Kebijakan Bidang 

Perekonomian dan Pembangunan Yang 

Dievaluasi

60 Prosen PRO GRAM PEREKO NO MIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Prosentase Kebijakan Bidang 

Perekonomian dan Pembangunan Yang 

Dievaluasi

60 Prosen

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

3 Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

3 Dokumen

1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan 

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 

BLUD

Setda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

4 Dokumen        548.640.000,00 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan 

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 

BLUD

Setda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

4 Dokumen         548.639.900,00 

2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Setda Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 

Distribusi Perekonomian

91 Laporan        464.700.000,00 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Setda Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 

Distribusi Perekonomian

91 Laporan         387.248.800,00 

3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 

Mikro kecil

Setda Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan 

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

7 Dokumen        163.188.000,00 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 

Mikro kecil

Setda Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan 

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

7 Dokumen         135.989.400,00 

Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber 

Daya Alam

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber 

Daya Alam

2 Dokumen Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber 

Daya Alam

Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber 

Daya Alam

2 Dokumen

4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan 

dan Perikanan

Setda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan 

Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, 

KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

9 Dokumen        252.000.000,00 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan 

dan Perikanan

Setda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan 

Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, 

KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

9 Dokumen         209.999.500,00 

5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan 

Hidup

Setda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan 

Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, 

Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, 

Statistik, Persandian

3 Dokumen        234.000.000,00 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan 

Hidup

Setda Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan 

Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, 

Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, 

Statistik, Persandian

3 Dokumen         195.999.600,00 

1.662.528.000,00   1.477.877.200,00    

BAGIAN PEREKO NO MIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

JUMLAH JUMLAH

No.
Rancangan Awal RKPD

No.
Hasil Analisis Kebutuhan
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PRO GRAM PEREKO NO MIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Prosentase Kebijakan Bidang 

Perekonomian dan Pembangunan Yang 

Dievaluasi

60 Prosen PRO GRAM PEREKO NO MIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Prosentase Kebijakan Bidang 

Perekonomian dan Pembangunan Yang 

Dievaluasi

60 Prosen

Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Pembangunan

3 Dokumen Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Administrasi Pembangunan

3 Dokumen

1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Setda Jumlah Dokumen Hasil  Fasilitasi Penyusunan 

Program Pembangunan Daerah

3 Dokumen        152.350.000,00 1 Fasilitasi Penyusunan Program 

Pembangunan

Setda Jumlah Dokumen Hasil  Fasilitasi 

Penyusunan Program Pembangunan Daerah

3 Dokumen         138.500.000,00 

2 Pengendalian dan Evaluasi Program 

Pembangunan

Setda Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 

Evaluasi Program Pembangunan

4 Laporan        126.000.000,00 2 Pengendalian dan Evaluasi Program 

Pembangunan

Setda Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 

Evaluasi Program Pembangunan

4 Laporan         104.999.800,00 

3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan Pembangunan

Setda Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi 

dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

5 Laporan        343.950.000,00 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan Pembangunan

Setda Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi 

dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

5 Laporan         312.677.000,00 

622.300.000,00      556.176.800,00       JUMLAH JUMLAH

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No.
Rancangan Awal RKPD

No.
Hasil Analisis Kebutuhan
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PRO GRAM PEREKO NO MIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Prosentase Kebijakan Bidang 

Perekonomian dan Pembangunan Yang 

Dievaluasi

60 Prosen PRO GRAM PEREKO NO MIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Prosentase Kebijakan Bidang 

Perekonomian dan Pembangunan 

Yang Dievaluasi

60 Prosen

Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pengadaan Barang dan Jasa

3 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan 

Pengadaan Barang dan Jasa

3 Dokumen

1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa

1 Dokumen        715.553.000,00 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa

1 Dokumen         622.219.000,00 

2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik

Setda Jumlah Dokumen Hasil  Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik

1 Dokumen        619.215.000,00 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik

Setda Jumlah Dokumen Hasil  Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik

1 Dokumen         538.446.900,00 

3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 

dan Jasa

Setda Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

1.040 Orang        817.906.000,00 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 

dan Jasa

Setda Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

1.040  Orang         711.222.400,00 

2.152.674.000,00   1.871.888.300,00    JUMLAH JUMLAH

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.
Rancangan Awal RKPD

No.
Hasil Analisis Kebutuhan
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Berdasarkan Tabel 2.6., hasil analisa kebutuhan anggaran pada setiap Bagian 

lebih rendah dari rancangan awal RKPD pada Tahun 2025 kecuali pada Bagian Umum 

yang mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan terdapat kebutuhan sewa kendaraan 

untuk kendaraan dinas jabatan sebesar Rp26.380.760.000,00 yang sebelumnya tidak 

dianggarkan. 

 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak ada yang berkaitan 

langsung dengan masyarakat karena Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah tidak 

ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, 

melainkan Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk 

memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hasil pelaksanaan Musrenbang, tidak ada 

program/kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi. 

  



 

Renja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2025 
 

|45 
 

BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan bahwa penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) 2025 memasukkan dua substansi utama: 

Pertama adalah bagaimana RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional) 2025-2045 atau Indonesia Emas 2045 dapat tercapai di dalam fondasi lima 

tahun pertama dari pembangunan yang itu disusun di dalam dokumen RPJMN 2025-

2029. 

Kedua ialah adanya penuangan visi-misi dan program Presiden terpilih pada 

Tahun 2024 ke dalam RPJMN 2025-2029. Penyesuaian tersebut akan dilakukan 

tergantung kapan Presiden terpilih telah diketahui apakah hanya satu putaran atau dua 

putaran 

Adapun tema pembangunan Tahun 2025 di Kabupaten Cirebon adalah 

“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya 

Saing” dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: 

1. Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK; 

2. Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau; 

3. Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan; 

4. Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial; 

5. Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah; 

6. Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup; 

7. Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan. 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah 

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah, maka tujuan Renja 

Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan; 

2. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat. 

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 

Tahun 2025-2026, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah 

 

2025 2026

Nilai SAKIP Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(LAKIP-Pemda)

Nilai SAKIP-Pemda 68,00 68,50

Indeks Kepuasan 

masyarakat (IKM)

Meningkatnya Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

(IKM-Pemda)

IKM-Pemda 86,300 87,325

Meningkatkan Kualitas 

dan Inovasi Pelayanan 

Masyarakat

Indeks Kualitas 

Kebijakan (IKK)

Meningkatnya Indeks 

Kualitas Kebijakan 

(IKK)

Persentase Kebijakan 

yang dievaluasi

60,00% 65,00%

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja 

Tujuan dan 

Sasaran 

Tahun Ke-

Meningkatkan 

Akuntabilitas Tata 

Kelola Pemerintahan

 

 

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan 

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 

satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan 

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 

 

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan 

Program dan Kegiatan 

Faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam 

merumuskan program dan kegiatan adalah Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah 

Daerah. Pencapaian program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 

diarahkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah, sehingga program 

dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon merupakan 

implementasi dari upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yaitu 
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pada: 

➢ Tujuan ke-3 : “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, 

kesehatan dan ekonom Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang 

Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif.” 

➢ Sasaran ke-1 : “Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan.” 

➢ Sasaran ke-2 : “Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat.” 

 

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Program dan Kegiatan 

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan. 

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Sekretariat Daerah Tahun 

2025. 

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan. 

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Sekretariat Daerah 

sifat penyebarannya diseluruh wilayah Kabupaten Cirebon. 

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan 

Kebutuhan dana/pagu indikatif hanya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon. 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon mengampu unsur pendukung urusan 

pemerintahan. Program-program Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 

mendukung prioritas pembangunan “Reformasi Birokrasi serta Inovasi Pelayanan” 

sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025. Adapun rencana 

kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan  

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Catatan Penting 

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon disusun sejalan 

dengan tema RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yaitu “Peningkatan 

Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”, dan 

penjabaran dari tujuan Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra yaitu: 

1. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan. 

2. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat. 

Hasil evaluasi atas Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 

menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program / kegiatan / sub kegiatan adalah 

100% atau dikategorikan sangat baik. 

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang 

komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Cirebon dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang 

masih dihadapi saat ini. 

 

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 

Dalam rangka pelaksanaan Renja Tahun 2025, maka diperlukan kaidah-kaidah 

pelaksanaan supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan 

harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai 

berikut:  

a. Dalam melaksanakan Renja Sekretariat Daerah ini seluruh aparatur di lingkungan 

Sekretariat Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja tersebut 

dengan sebaik-baiknya; 

b. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon haruslah berpedoman kepada RKPD 

dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya 

perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi; 
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c. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;  

d. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan. 

 

5.3. Rencana Tindak Lanjut 

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang 

telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan 

sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat 

Daerah dalam rangka sinergitas. 

 

BUPATI CIREBON, 

 

 

 

 

I M R O N 

 

Diundangkan di Sumber 

Pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

 

 

 

HILMI RIVA’I 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 

 



a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan J angka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat 
Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, 
dan kelompok sasaran, di sertai indikator 
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan 
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun 
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah 
dan RKPD; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan 
penyusunan Renja Perangkat Daerah perlu 

Menimbang 

BUPATI CIREBON, 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN 
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 

TAHUN 2025 

TENT ANG 

: 000.7.2.6 /Kep. 137 -PK/2024 
: 2 (dua) Lampiran 

NOMOR 
LAMPI RAN 

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON 

BUPATI CIREBON 
PROVINS! JAWA BARAT 



dibentuk Tim Penyusun Renja Perangkat 
Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati ten tang 
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana 
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2025; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Mengingat 



Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 
diubah beberapa kali Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5588) 
sebagaimana telah diubah beberapakali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6547); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Peru bahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 
Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 590); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 
Tahun 2012 ten tang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Ka bu paten Cirebon (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 



Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana 
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim 
Penyusun Dokumen Renja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan 
susunan keanggotaan dan uraian tugas 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Kepu tusan ini. 

Tim Penyusun Dokumen Renja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 
mempunyai tugas : 

MEMUTUSKAN: 

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
Verifikasi, Validasi, dan lnventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 
pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru; 

25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165); 

(Lembaran Daerah Ka bu paten 
Tahun 2023 Nomor 8); 

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah (Serita Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2023 Nomor 128); 

Cirebon 

KE DUA 

KESATU 

Menetapkan 

Memperhatikan 



Tembusan: 
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon. 

IMRON 

BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 28 Maret 2024 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

KEEMPAT 

a. melakukan evaluasi capaian kinerja 
periode RPJMD Tahun 2019-2024 
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; 

b. merumuskan Isu Strategis dan Arah 
Kebijakan Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025; 

c. menyusun rancangan awal Draft Renja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2025; 

d. melaksanakan Focus Group Discussion 
(FGD) Forum Gabungan Diskusi sesuai 
dengan kelompok kerja dan bidang 
pembangunan masing-masing; 

e. menyusun Dokumen Renja Sekretariat 
Daerah Ka bu paten Cirebon 
Tahun 2025 diselaraskan dengan RKPD 
Kabupaten Cirebon dan Dokumen 
Perencanaan lainnya untuk memantapkan 
Perencanaan Pembangunan yang 
berkualitas dan berkesinambungan; dan 

f. melaporkan basil pelaksanaan kegiatan 
kepada Bupati. 

Segala biaya yang timbul akibat 
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 
2024. 

KETIGA 



Dokumentasi Pimpinan; 

Masyarakat 
Koodinator 

Asisten Administrasi Umum 
1. Kepala Bagian Perencanaan dan 

Keuangan; 
2. Kepala Bagian Umum; 
3. Kepala Bagian Organisasi; 
4. Analis Keuangan Pu sat dan Daerah 

selaku Sub Koodinator Pelaporan; 
5. Kepala Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan; 
6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan 

Kepegawaian; 
7. Kepala Subbagian Rumah Tangga; 
8. Kepala Subbagian Perlengkapan; 
9. Analis Kebijakan selaku Sub 

Koodinator Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan; 

10. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Pelayanan Publik dan 
Tata Laksana; 

11. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Kinerja dan Reformasi 
Birokrasi; 

12. Pranata Hubungan Masyarakat 
selaku Sub Koodinator Komunikasi 
Pimpinan; 

13. Pranata Hubungan 
selaku Sub 

Ketua 
Anggota 

5. Kelompok Kerja 
a. Pokja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Sekretariat Daerah 

serta Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis 

1. Penanggung Jawab 

2. Ketua Tim 
3. W akil Ketua Tim 

Sekretaris Daerah 
Asisten Administrasi Umum 
1. Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan; 
2. Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat. 
Kepala Bagian Perencanaan dan 
Keuangan 

4. Sekretaris Tim 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN 
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 

TAHUN 2025 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 137 -PK/2024 
TANGGAL : 28 Maret 2024 
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN 

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 



Perencanaan; 

Ketua dan Asisten Pemerintahan 
Kesejahteraan Rakyat 
1. Kepala Bagian Pemerintahan; 
2. Kepala Bagian Kesejahteraan 

Rakyat; 
3. Kepala Bagian Hukum; 
4. Perencana selaku Sub Koodinator 

Anggota 

c. Pokja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah 
Kebijakan Daerah beserta Perumusan Program Pembangunan dan 
Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Perencanaan, 
dan Distribusi 

Administrasi 

Anggota 

b. Pokja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Renstra 
Ketua Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan 
1. Kepala Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam; 
2. Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa; 
3. Bagian 

Pembangunan; 
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah 

selaku Sub Koodinator Keuangan; 
5. Analis Kebijakan selaku Sub 

Koodinator Pembinaan BUMD dan 
BLUD; 

6. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator 
Pengendalian 
Perekonomian; 

7. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Sumber Daya Alam; 

8. Kepala Sub Bagian Pengelolaan 
Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik; 

9. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan Barang dan 
Jasa; 

10. Kepala Sub Bagian Pengelolaan 
Pengadaan Barang dan Jasa; 

11. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Penyusunan Program 
Pembangunan; 

12. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Pengendalian Program 
Pembangunan; 

13. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Evaluasi dan Pelaporan 
Program Pembangunan. 

14. Kepala Subbagian Protokol. 
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5. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Administrasi 
Pemerintahan dan Kerja Sama; 

6. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Administrasi 
Kewilayahan; 

7. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Otonomi Daerah; 

8. Analis Ke bij akan selaku Sub 
Koodinator Bina Mental Spiritual; 

9. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Kesejahteraan Sosial; 

10. Analis Kebijakan selaku Sub 
Koodinator Kesejah teraan 
Masyarakat; 

11. Perancang Peraturan Perundang­ 
Undangan selaku Sub Koodinator 
Produk Hukum Pengaturan; 

12. Analis Hukum selaku Sub 
Koodinator Bantuan Hukum; 

13. Perancang Peraturan Perundang­ 
Undangan selaku Sub Koodinator 
Produk Hukum Penetapan dan 
Dokumentasi Hukum. 

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. 6. Tenaga Ahli/ Narasumber 



5. Kelompok Kerja 
I. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Sekretariat 

Daerah serta Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis 
a. Ketua: 

1) Merumuskan dokumen evaluasi kinerja dalam hubungan 
dengan substansi tentang evaluasi kinerja, gambaran umum 
daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis untuk 
penyusunan Renja; 

2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan 

3) Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 
oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim. 

b. Anggota: 
1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/ Sekretaris 

Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, 
Perumusan Masalah dan Isu Strategis; 

2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok 
Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan 
Masalah dan Isu Strategis; dan 

4. Sekretaris 
Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua 
maupun Wakil Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada Ketua dan W akil Ketua Tim. 

3. W akil Ketua 

Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim 
dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris 
Daerah selaku Penanggung Jawab Tim. 

2. Ketua Memimpin Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) 
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dan bertanggung 
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku 
Penanggung Jawab Tim. 

1. Penanggung Jawab 

Bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja 
(Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025. 

URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN 
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 

TAHUN 2025 

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 0007.2.6 /Kep. 137 -PK/2024 
TANGGAL : 28 Maret 2024 
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN 

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 



III. Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan 
Arah Kebijakan Daerah beserta Perumusan Program Pembangunan 
dan Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah 
a. Ketua: 

1) Merumuskan dokumen dengan substansi tentang Penjelasan 
Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan 
Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah 
dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renstra; 

2) Melaporkan hasil penyusunan dokumen Penjelasan Visi-Misi, 
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta 
penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator 
Kinerja untuk penyusunan Renstra kepada Ketua Tim; dan 

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Ketua/W akil Ketua/ Sekretaris Tim. 

b. Anggota: 
1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/ Sekretaris 

Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi 
dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program 
Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk 
penyusunan Renja; 

2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok 
Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah 
Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan 
Daerah dan lndikator Kinerja untuk penyusunan Renja; dan 

II. Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 
Rencana Kerja (Renja) 
a. Ketua: 

1) Merumuskan substansi tentang Analisis Keuangan Daerah dan 
Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renja; 

2) Melaporkan hasil penyusunan substansi Analisis Keuangan 
Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renja 
kepada Ketua Tim; dan 

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim. 

b. Anggota: 
1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris 

Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka 
Pendanaan untuk penyusunan Renja; 

2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok 
Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 
untuk penyusunan Renja; dan 

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ 
Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan 
Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renja. 

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ 
Sekretaris Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja dan Gambaran 
Umum Daerah. 
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3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ 
Sekretaris Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, 
Sasaran, Strategi dan Arab Kebijakan Daerah Beserta 
penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator 
Kinerja untuk penyusunan Renja. 
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